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A. Latar Belakang Masalah

Sebuah pemerintahan yang kerap sekali dekat dengan
masyarakat dalam hal pelaksanaan pembangunan desa adalah
pemerintah desa. Desa merupakan bentuk perwakilan dari sebuah
kesatuan masyarakat dan menjadi komponen yang melekat dan tidak
dapat terpisahkan dari tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Desa berhak dan mempunyai wewenang untuk mengatur, mengurus
dan mengelola tata pemerintahan desa berdasarkan kepentingan
masyarakat dalam suatu wilayah desa tersebut berdasarkan hukum
adat yang telah tertanam pada wilayah pemerintahan tersebut, selama
belum ada peraturan dari pemerintah yang telah ditetapkan. ®

Undang-Undang desa sekarang telah dijadikan desa sebagai
ujung tombak/dasar acuan dalam pembangunan serta peningkatan
taraf kehidupan masyarakat agar tercipta masyarakat yang sejahtera.
Untuk menciptakan kesejahteraan tersebut, pemerintah desa
mempunyai hak dan kewajiban (wewenang) untuk mengelola sumber
dana sebagai upaya agar dapat mengoptimalisasikan kemampuan
yang dimiliki untuk meningkatkan ekonomi penduduk desa. Hal
tersebsut sudah dirancang dalam UU Nomor 6 tahun 2014 tentang
Desa.

Kelahiran UU tentang desa ini akan memberikan perubahan
secara signifikan dalam tata kelola pemerintahan desa. Salah satunya
kebijakan tata kelola desa yang dimuat dalam UU Desa yang baru ini
adalah alokasi anggaran yang besar kepada desa yang dimaksudkan
untuk meningkatkan anggraan desa dalam pembangunan, pelayanan,
pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian adanya

! Ni Kadek Ayu Suandewi, “Pengaruh Kompetensi Sumberdaya Manusia,
Sistem Pengendalian intern, Moralitas dan Wistleblowing terhadap Pencegahan
Kecurangan (Fraud) Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Desa Se-
Kecamatan Payangan),” Hita Akuntansi dan Keuangan Universitas Hindu
Indonesia, e-ISSN 2798-8961 (2021): 29.

2 Fransiskus Marlon Reudan Lodovicus Lasdi, “Determinan Akuntabilitas
Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Tanawawo,” Studi Akuntansi dan
Keuangan Indonesia, Vol. 4, No. 1, , E-ISSN: 2654-6221 (2021): 39,
https://doi.org/10.21632/saki.4.1.38-59.

® Marwah Yusuf, dkk., “Pengaruh Kompetensi Aparatur, Sistem
Pengendalian Intern dan Moralitas Individu terhadap Pencegahan Fraud Dana
Desa,” Jurnal Akuntansi dan Ekonomi, Vol. 6 No. 2 (2021): 2, DOI:
10.29407/jae.v6i2.15008.



pemberian penghasilan tetap dan tunjangannya kepada kepala desa
beserta perangkatnya yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan
kepada seluruh masyarakat desa.’

Tujuan pembangunan agar dapat tercapai, maka diperlukan
dana supaya pembangunan desa bisa terlaksana. Sumber dana yang
dapat diperoleh salah satunya adalah bantuan dari pemerintah pusat
yang sudah dianggarkan melalui APBN yang dapat dialokasikan oleh
pemerintah desa sebagai pendapatan desa atau yang disebut dengan
Dana Desa. > Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 2016, Dana Desa merupkan dana yang berasal dari
APBN yang diberikan kepada desa yang ditransfer melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota. Bantuan
dana desa dari pemerintah merupakan bentuk stimulus dari
pemerintah kepada desa agar termotivasi menjadi lebih krediber dan
mandiri sehingga dapat terpenuhi kebutuhannya sendiri serta tidak
selalu bergantung pada bantuan yang telah diberikan oleh
pemerintah. °

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta
memajukan perekonomian desa, pemerintah Indonesia membuat
kebijakan mengenai dana Desa. Dana Desa merupakan salah satu dari
pengelolaan keuangan desa, pada pengelolaan keuangan desa juga
ada dana bagi hasil pajak dan retribusi, pengelolaan keuangan alokasi
dana desa (ADD), pendapatan asli desa dan bantuan keuangan
provinsi/kabupaten/kota (APBD). Pengelolaan keuangan desa
merupakan keseluruhan Kkegiatan yang berupa perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban
keuangan desa. Kepala desa merupakan sebagai Pemegang kekuasaan
pelaksana pengelolaan keuangan desa (PKPKD), sedangkan
sekretaris desa sebagai koordinator Pelaksana Pengelola Keuangan
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desa (PPKD) dan kaur keuangan melaksanakan fungsi prinsip
kebendaharaan.’

Pengelolaan dana desa merupakan salah satu dalam
pengelolaan keuangan desa yang lakukan dalam satu tahun anggraan
dimulai dari 1 Januari hingga 31 Desember yaitu dalam APB Desa.
Demi mewujudkan tata kelola yang baik,® pengelolaan dana desa
dilaksanakan berlandaskan prinsip tata kelola yaitu akuntabel,
transparan dan partisipatif serta dilaksanakan dengan tertib dan
disiplin anggaran.’

Dana desa yang telah disulurkan ke desa dari tahun ke tahun
selalu mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2015 dana yang
disalurkan sebesar Rp 20,7 triliun, tahun 2016 sebesar 46,9 triliun,
tahun 2017 sebesar 60 triliun, tahun 2018 sebesar 60 triliun, tahun
2019 sebesar 70 triliun, tahun 2020 sebesar 71 triliun dan tahun 2021
sebesar 72 triliun.*

Kebijakan alokasi anggaran yang besar memiliki konsekuensi
terhadap pengelolaannya yang seharusnya dilaksanakan secara
professional, efektif efisien, akuntebel yang didasarkan pada prinsip-
prinsip manajemen publik yang baik serta partisipasi dari masyarakat
agar terhindar dari resiko terjadinya penyimpangan, penyelewengan
dan korupsi.”" Tindak kecurangan ini dapat dilakukan oleh pihak
tertentu khususnya yaitu orang yang sudah dipercayai oleh
masyarakat. Fraud adalah perbuatan penipuan atau pidana dengan
tujuan untuk menghasilkan keuntungan finansial atau pribadi,*
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sehingga dengan tindakan yang telah dilakukan ini dapat merugikan
orang lain.

Berdasarkan catatan dari ICW, kasus tindak korupsi paling
banyak terjadi di sektor anggaran dana desa, yakni sebanyak 154
kasus pada 2021 dengan potensi kerugian Negara sebesar Rp 233
miliar."® Dengan begitu pengelolaan dana desa harus dipantau dan
dievaluasi. Penggunaan keuangan desa menjadikan peran masyarakat
sangat penting guna mencegah adanya tindakan fraud.

Pencegahan fraud adalah suatu perilaku atau cara yang
dilakukan untuk mencegah atau menangkal agar seseorang tidak
melakukan tindak kecurangan yang bersifat tidak merugikan.
Tindakan penyelewengan (fraud) dana desa yang telah dilakukan
oleh pihak aparatur desa tersebut harus segera diminimalisir. Cara
yang dapat dilakukan untuk meminimalisir penyelewengan dari
penggunaan dana desa yang merupakan suatu bentuk antisipasi untuk
mencegah kasus serupa terjadi sangat diperlukan seperti kompetensi
aparatur, moralitas individu, dan sistem pengendalian internal
pemerintah. **

Kompetensi aparatur berkenaan dengan teori agency, dimana
terdapat hubungan antara agent dan principal. principal memberikan
wewenang keada agent untuk melakukan sebuah pekerjaan yaitu
mengelola dana desa. Pemerintah dalam mengelola dana desa
diwajibkan untuk melaksanakan tugas-tugasnya secara transparan
serta akuntabel. Agar tidak terjadi penyelewengan atas dana desa.
Dengan begitu, untuk mengelola dana desa dibutuhkan kompetensi
dari seorang aparatur yang professional serta memenuhi kriteria, serta
berkualitas, serta didukung dengan latar belakang pendidikan,
pelatihan dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan, sehingga
sosial ekonomi desa bisa tercapai’>. Kompetensi juga berkenaan
dengan teori fraud triangle yang menjelaskan menjelaskan terdapat
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beberapa faktor penyebab terjadinya fraud salah satunya adalah
tekanan, sehingga seseorang yang sedang berada dalam tekanan akan
kemungkinan melakukan tindakan kecurangan. Dengan adanya
kompetensi yang dimiliki maka akan dapat melakukan pkerjaannya
dengan professional dan diungkinkan tidak melakukan kecurangan.®

Kompetensi yang dimiliki aparatur akan dapat menjadikan
aparatur bisa melakukan pekerjaannya dengan baik, dilandasi
dengan adanya keterampilan, pengetahuan dan didukung dengan
adanya sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut.’’
kompetensi dianggap sangat penting karena seorang yang memiliki
kompetensi yang memadahi akan dapat beratanggung jawab atas
tugas yang telah diamanatkan, sehingga cenderung tidak akan berbuat
curang. Namun seperti yang dapat dilihat pada kenyataannya
pengelolaan dana desa masih banyak terjadi tindak kecurangan,
dimana hal tersebut dapat dipicu dari kurangnya pemahaman
akuntansi yang mana dalam pengelolaan dana desa tidak dilakukan
secara professional sehingga akan dapat berpotensi terjadinya
kecurangan. Maka dengan begitu dalam pengelolaan dana desa
dibutuhkannya kompetensi dari aparatur.®

Penelitian yang telah dilakukan oleh Kadek Widiyarta, dkk
yang berjudul “pengaruh kompetensi aparatur, budaya organisasi,
whistleblowing, dan sistem pengendalian internal terhadap
Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa” menyatakan
bahwa kompetensi aparatur berpengaruh positif dan signifikan
terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa.”® Akan
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tetapi hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ni
Wayan Sariwati dan Ni Komang Sumadi dalam penelitiannya yang
berjudul “Pengaruh Kompetensi, Praktek Akuntabilitas dan Moralitas
Individu terhadap pencegahan (fraud) dalam pengelolaan dana desa”
meneunjukkan bahwa kompetensi tidak berdampak atas pencegahan
kecurangan.?

Selain kompetensi Aparatur, untuk melakukan pencegahan
kecurangan dapat dilakukan dengan adanya penerapan sistem
pengendalian internal pemerintah. berdasarkan teori agency kondisi
asimetri informasi muncul, dimana pihak agen dalam melakukan
pengelolaan dana desa lebih banyak memiliki informasi daripada
prinsipal. Sehingga dengan adanya asimetri informasi antara prinsipal
dan agen inilah yang dapat memberikan peluang kepada agen untuk
melakukan tindak kecurangan pada dana desa yang kemudian dapat
memberikan keuntungan pribadi.”* sistem pengendalian internal
pemerintah juga berkenaan dengan teori fraud triangle yang
menjelaskan terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya fraud
salah satunya adalah kesempatan. Kesempatan ini akan muncul
ketika sistem pengendalian dalam organisasi lemah. Dengan
lemahnya sistem pengendalian yang ada di dalam sebuah organisasi
maka akan memberikan peluang/kesempatan bagi pelaku untuk
melakukan kecurangan. Untuk meminimalisir adanya kecurangan
dapat dilakukan melaui penerapan sistem pengendalian internal
pemerintah.?

Sistem pengendalian internal pemerintah merupakan prosedur
dan kebijakan yang dirancang dalam orgnisasi untuk menggapai
sasaran dan tujuan dengan cara selalu memantau/mengawasi dan
memberikan pengarahan kepada pihak-pihak yang ada di dalam
organisasi supaya dapat berjalan dengan efektif dan efisien dengan
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tercapainya tujuan organsasi, sehingga dimungkinkan dapat mampu
mencegah terjadinya kecurangan.”® Adanya sistem pengendalian
internal yang buruk dapat menjadi bahan pemicu seseorang untuk
berbuat fraud dan melawan hukum.?

Penelitian yang dilakukan oleh Faridatul Islamiyah yang
berjudul “pengaruh kompetensi aparatur desa, moralitas, sistem
pengendalian internal, dan whistleblowing terhadap pencegahan
fraud dalam pengelolaan dana desa di kecamatan wajak” menyatakan
bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan
signifikan terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa.?
Akan tetapi hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sri
Ayem dan Kirana Feby Kusumasari dalam penelitiannya yang
berjudul “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa dengan
Akuntabilitas sebagai Variabel Mediasi” menunjukkan bahwa sistem
pengendalian intern pemerintah tidak berpengaruh terhadap
pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa.?

Selain kompetensi aparatur dan sistem pengendalian internal
pemerintah, untuk melakukan pencegahan fraud dapat dilakukan
dengan adanya moralitas dari seorang individu. berdasarkan teori
agency pemerintah desa sebagai agen harus dapat menjalankan
amanah yang telah diberikan oleh masyarakat yaitu untuk mengelola
dana desa. Untuk melaksanakan tanggung jawab dengan baik maka
diperlukan moralitas dari individu yang mana seorang tersebut
mempunyai pola pikir untuk akan selalu menjunjng tinggi kejujuran
dan keadilan, pola pikir ini akan mengurangi rasa ingin melakukan
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kecurangan dalam diri seseorang.?’ Moralitas individu juga
berkenaan dengan teori fraud triangle yang menjelaskan penyebab
terjadinya fraud salah satunya adalah rasionalisasi. Rasionalisasi
muncul dikarenakan rendahnya moralitas seorang individu.?®
Rasionalisasi berkaitan dengan karakter serta sikap seorang individu
yang membenarkan nilai etis yang sebenarnya tidak baik. Seseorang
yang memiliki moralitas rendah maka seorang individu tersebut
berpikir bahwa orang tersebut merasa benar ketika melakukan tindak
kecurangan. Dengan itu untuk meminimalisir adanya kecurangan
dalam hal tersebut dibutuhkan moralitas dari seorang individu.

Moralitas merupakan sebuah perbuatan atau tingkah laku baik
atau buruk.seseorang yang memiliki moralitas tinggi akan selalu
mengedepankan kepentingan orang lain/masyarakat dan selalu
memegang teguh peraturan sesuai prinsip etika. Seseorang yang
memiliki moralitas yang rendah cenderung akan lebih mementingkan
dirinya sendiri.® Adanya kompetensi aparatur, sistem pegendalian
internal pemerintah dan moralitas individu harus dilaukan secara
bersinergi supaya dapat melakukan pencegahan fraud.*®

Penelitian yang dilakukan oleh oleh Marwah Yusuf, dkk dalam
penelitiannya yang berjudul “pengaruh kompetensi aparatur, system
pengendalian intern dan moralitas individu terhadap pencegahan
fraud dana desa” menunjukkan bahwa moralitas individu
berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan fraud dana
desa.®* Akan tetapi hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan
oleh Ni Kadek Ayu Suandewi (2021) dalam penelitiannya yang
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berjudul “Pengaruh Kompetensi SDM, Sistem Pengendalian Internal,
Moralitas dan Whistleblowing terhadap Pencegahan Kecurangan
(Fraud) Pengelolaan Dana Desa” menunjukkan bahwa moralitas
tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangaan
(fraud) pengelolaan dana desa.*

Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan di atas, maka
peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang pencegahan
kecurangan dalam pengelolaan dana desa dengan menggunakan
variabel penelitian kompetensi aparatur, sistem pengendalian internal
pemerintah dan moralitas individu. Penelitian ini akan dilaksanakan
di desa-desa se Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak dengan
dilandasi alasan karena berdasarkan pendapat dari warga di desa
Undaan Kidul mengira bahwa desa tersebut telah terjadi adanya
kecurangan. Mengingat terdapat usaha yang diberikan kepada
kelompok ternak desa dengan biaya yang bersumber dari dana desa
yang mana dananya tidak dicairkan dengan tepat waktu, melainkan
melampaui batas pencairannya, yang mana desa undaan kidul ini
merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan karanganyar
Karanganyar Kabupaten Demak. Maka dari itu, selain adanya
penyimpangan yang ada di desa Undaan Kidul juga dapat
dikhawatirkan adanya kecurangan-kecurangan lain yang dilakukan
oleh desa-desa yang ada di kecamatan karanganyar. Sehubungan
dengan hal tersebut, maka peneliti memilih judul “Pengaruh
Kompetensi Aparatur, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
dan Moralitas Individu terhadap Pencegahan Fraud dalam
Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten
Demak.”

Rumusan Masalah

1. Apakah kompetensi aparatur berpengaruh terhadap pencegahan
fraud dalam pengelolaan dana Desa?

2. Apakah sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh
terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana Desa?

3. Apakah moralitas individu berpengaruh terhadap pencegahan
fraud dalam pengelolaan dana Desa?

%2 Ni Kadek Ayu Suandewi, “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia,

Sistem Pengendalian Intern, Moralitas dan Whistleblowing terhadap Pencegahan
Kecurangan (Fraud) Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-
Kecamatan Payangan),” Hitta Akuntansi dan Keuangan Universitas Hindu
Indonesia, e-ISSN 2798-8961 (2021): 45.
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4.

2.

3.

4.

Apakah secara simultan kompetensi aparatur, sistem pengendalian
internal pemerintah dan moralitas individu terhadap pencegahan
fraud dalam pengelolaan dana desa?

Tujuan Penelitian
1.

Untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparatur terhadap
pencegahan fraud dalam pengelolaan pengelolaan desa.

Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal
terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan pengelolaan desa.
Untuk mengetahui pengaruh moralitas individu terhadap
pencegahan fraud dalam pengelolaan pengelolaan desa.

Untuk mengetahui secara simultan pengaruh kompetensi aparatur,
sistem pengendalian internal pemerintah dan moralitas individu
terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa.

D. Manfaat Penelitian

1.

2.

Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan
serta wawasan yang lebih luas dan dapat dijadikan sebagai
referensi terkait pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa,
dengan menggunakan variabel kompetensi, sistem pengendalian
internal pemerintah serta moralitas individu.
Mafaat Praktis
a. Bagi Peneliti
Hasil penelitian ini diharapkan mempu menambah
pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh kompetensi,
sistem pengendalian internal pemerintah dan moralitas
terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan daana desa.
b. Bagi Pemerintah Desa
Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk
pemerintah desa dalam melakukan pencegahan kecurangan
(fraud) yang terjadi di dalam pengelolaan dana desa serta
mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya fraud.
Sehingga pemerintah desa dapat meminimalisir resiko yang
akan terjadi.
c. Bagi Instansi
Diharapkan penelitian ini dapat memberikan lebih
banyak reverensi untuk kemajuan akademis dan dapat
digunakan sebagai referensi yang berkaitaan dengan
pencegahan adanya tindak fraud dalam pengelolaan dana
desa.
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E. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan dalam penelitian skripsi ini terdiri dari:
1. Bagian Awal
Bagian awal dari penelitian ini yaitu terdiri dari halaman

judul, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, motto, persembahan,
kata pengantar, daftar isi, dagtar tabel, daftar gambar.

2. Bagian Utama
Pada bagian ini terdari dari lima bab, diantaranya yaitu:

BAB |

BAB Il

BAB IlIlI

BAB IV

BABV

3. Bagian Akhir

PENDAHULUAN

Bagian dari bab | berisikan tentang latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,
manfaat penelitian serta sistematika penulisan.
LANDASAN TEORI

Bagian dari bab Il berisikan tentang deskripsi teori,
penelitian terdahulu, kerangka berfikir, serta
hipotesis.

METODE PENELITIAN

Bagian dari bab Il berisikan tentang jenis dan
pendekatan penelitian, setting penelitian, populasi
dan sampel, desain dan definisi operasional
variabel, uji validitas dan reliabilitas, teknik
pengumpulan data serta teknik analisis data.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pada bagian dari bab IV ini akan dijelaskan
mengenai gambaran umum objek penelitian, hasil
pengujian dari data yang diperoleh serta
pembahasan lebih lanjut terkait analisis data.
PENUTUP

Bagian dari bab 1V berisikan tentang kesimpulan,
keterbatasan penelitian, dan saran.

Bagian akhir berisi tentang daftar pustaka dan lampiran-lampiran.
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